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ABSTRACTS 
Indonesia's decentralization policy has been applied almost seven years. It was impact to all sectors, changed from 
centralization to decentralization including the health sector. The idea of decentralization were each regions (provinces) 
had authority to arrange their policy system on their own. The implementation community empowerment in health sector 
are important, because the impact of decentralization decreased the former pattern in health sector, like posyandu, etc. The 
wayout to increase the already decreased former patterns were to build community empowerment. Indeed, the community 
themselves could aware about their health problems. The government either center or region only play their role as facilitators, 
with community as a partner. With these pattern, even decentralization policy system was a must be pattern, we could 
do the right thing to increase the community's health degree by practicing the community empowerment. The community 
themselves know and solve their own health problems, side by side with the government's health programs. 
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PENDAHULUAN 
Visi yang ingin dicapai Departemen Kesehatan 
adalah masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat, 
dengan mengemban misi membuat rakyat sehat. 
Namun demikian , fakta yang ada di lapangan 
menunjukkan bahwa masih banyak perilaku 
masyarakat yang tidak sehat, di antaranya proporsi 
pendudukdewasa yang merokok sebesar31 ,8 persen. 
Sementara itu, pada tahun 1995 proporsi penduduk 
perokok yang mulai merokok pada usia di bawah 20 
tahun meningkat dari 60 persen menjadi 68 persen di 
tahun 2001 . Pada tahun 2002, persentase bayi usia 
4-5 bulan yang memperoleh ASI eksklusif baru 
mencapai 13,9 persen. Pada tahun 2002, persentase 
gizi kurang pada anak balita 25,8 persen, sementara 
gizi-lebih mencapai 2,8 persen di tahun 2003. Penderita 
AIDS pada tahun 2004 tercatat sebanyak 2.363 orang 
dan HIV sebanyak 3.338 orang. Sedangkan pada 
tahun 2002, penderita akibat penyalahgunaan NAPZA 
meningkat dari sekitar 44,5 ribu orang, menjadi 
52,5 ribu orang di tahun 2003 (Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 2004-2009). 
Angka kejadian tersebut dapat dicegah dengan 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). PHBS 
merupakan upaya memberdayakan anggota rumah 
tangga agar tahu , mau dan mampu mempraktikkan 
perilaku hid up bersih dan sehat, serta mampu berperan 
aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. 
Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat 
untuk hidup bersih dan sehat menjadi salah satu 
strategi utama Departemen Kesehatan mewujudkan 
visi dan misinya. 
Perilaku Hid up Bersih dan Sehat dapat diwujudkan 
dengan adanya peran dari berbagai pihak, baik 
pemerintah maupun masyarakat. Kompleksnya 
permasalahan kesehatan yang terjadi di masyarakat, 
menuntut adanya peran serta masyarakat untuk 
menyelesaikan permasalahan yang ada. 
Pelaksanaan Otonomi yang dimulai 1 Januari 
2001 di se luruh Indonesia merupakan akselerasi 
reformasi di bidang sistem pemerintahan. Mela lui 
otonomi daerah , pemerintah pusat memberikan 
wewenang dan tanggung jawab kepada Daerah 
Tk. II Kabupaten dan Kotamadya. Sesuai dengan 
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